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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak

pidana korupsi. Kewenangan-kewenangan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi,

lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbeda satu sama lainnya. Hal tersebut

menimbulkan suatu keadaan hukum yang berbeda dalam praktek pelaksanaan dari kewenangan-kewenangan

tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah dimana letak perbedaan kewenangan-kewenangan yang

dimiliki oleh lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya secara kewenangan

Komisi Pemberantasan Korupsi juga berada di Sistem Peradilan Pidana yang menitikberatkan pada

pelaksanaan wewenang penegak hukum untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan penegak

hukum lainnya sehingga terjadi mekanisme check and balances. Maka dengan demikian, wewenang pada

lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara korupsi tidak boleh

dilakukan sepenuhnya secara individual namun harus tetap dalam jalur Sistem Peradilan Pidana Indonesia

yang mengutamakan koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum.

......This thesis discusses the authority of investigate, investigation and prosecution by the Attomey General

of the Republic of Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia in dealing with

criminal comiption. The authority has been set in the Act and the Criminal Law Event and other regulations.

In the settlement of criminal corruption case, General Attomey of Republik Indonesia and Commission of

Eradicate Comiption of Republik Indonesia which in the investigate, investigation and prosecution based on

the laws and regulations that differ with each other. This situation raises a different legal practices in the

implementation of authorities. The main problem is where are the difference between the authority of

General Attomey of Republik Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia.

Basically, according to the authorities of Commision of Eradicate Corruptions Of Republik Indonesia, this

institution has aiready in Criminal Justice System that focuses on the implementation of the law enforcement

authorities for mutual coordination and cooperation with other law enforcement mechanisms so that there

checks and balances. So thus, the authority on General Attomey of Republik Indonesia and Commission of

Eradicate Comiption of Republik Indonesia in handling cases of corruption may not be entirely individual

but must remain in the system path of the Indonesian Criminal Justice System, which consider as most

important is coordination and cooperation between law enforcement agencies.
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